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Abstract

The reposition of madrasab becomes
public school according to the Law
Number 20/ 2003 on National Edu-
cation System is assumed giving some
serious implications, especially dealing
with achieving idealism bas to be reached
by madrasah, which is developed based
on vision and mission of madrasab
as Islamic education Institution.

The big question that must be answered
is: if individuality and specification
of madrasab was not appeared, then,
what is the distinction between the schools
in one side and madrasab in another
side after implementation of that law.
Distinction will be unappropriate if
only by changing banner or other symbol
of madrasab. Distinction should be
formulated in the ephistemologic and
axiologic aspects.

Lastly, madrasab shounld be constantly
opened to its internal values, personal,
character, need, and also strengths and




weaknesses. Because madrasab was
historically developed from the previous
Islamic education institution, i.e.
pesantren. So, madrasab should keep
on in vision and mission of pesantren,

i.e. tafagqub fiddin.
Keywords: reposition, speciality, pzib/fc
school, tafaqqub fiddin.

A. Pendahuluan

Madtasah, sejak dikenal masya-
rakat muslim Indonesia merupakan
lembaga pendidikan yang tumbuh
dengan karakteristik yang berbeda
dari sekolah. Motivasi utama pefn—
bentukannya lebih diwarnai oleh
kebutuhan memenuhi kewajiban
menuntut ilmu —khususnya ilmu
agama-— bagi generasi penerus,
daripada oleh kebutuhan menyiap-
kan tenaga tefampil pada bidang-
bidang kerja tertentu. Secara spe-
sifik madrasah dibangun oleh indi-
vidu atau masyarakat muslim se-
bagai wujud kesadaran keberagam-
aan terhadap pentingnya pemaham-
an sekaligus pelestatian ajaran aga-
ma kepada generasi penerus.

. Pencitraan jati diri madrasah;
meliputi jati diri lembaga pendidikan
Islam, jati diri Islam dan jad diri
umat Islam (Suprayogo, 2005: 14).
Artinya, personifikasi madrasah
tidaklah sederhana, sebab péndiri-
annya didorong oleh semangat dan

cita-cita luhur mengejawantahkan
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nilai-nilai Islam dalam sebuah sis-
tem pendidikan. Masyarakat muslim
berupaya melaksanakan pendidikan
yang sejalan dengan visi dan misi
religiusitasnya, dimana Islam ditem-
patkan sebagai sumber nilai yang
akan diwujudkan dalam seluruh
kegiatan pendidikan. v
Dalam perkembangannya, lem-
baga pendidikan populis ini telah
mengalami proses modernisasi yang
berlangsung secara terus menerus.
Ada pergeseran paradigma yang
tidak dapat dihindari di kalangan
umat muslim, terutama untuk me-
menuhi kebutuhan dan tuntutan
perubahan kehidupan masyarakat
di era global. Dan, dalam hal ini,
peran aktif Pemerintah di dalamnya
merupakan faktor yang sangat pen-
ting. Dapat dicatat, misalnya, tidak
lama setelah Indonesia menyatakan
kemerdekaannya, Badan Pekerja
KNIP melalui Pengumuman No.
15 Tahun 1945 tanggal 22 Desem-
ber 1945 merekomendasikan agar
Pemerintah RI memajukan madra-
sah, meski pada prakteknya, Pe-
merintah sendiri lebih mengutama-
kan pengembangan sistem sekolah;
sebuah model pendidikan warisan
Kolonial Belanda (Aziz, 2006: 25).

Setahun kemudian, atas usul
Panitia Penyelidik Pengajaran, Men-
ter1 Agama RI telah mengeluarkan
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Peraturan Menteri Agama RI No.
1 Tahun 1946 tentang pemberian
subsidi bantuan terhadap lembaga
pendidikan Islam. Peraturan ini juga
mengatur perbaikan kurikulumnya,
" yaitu: sepertiga dari jumlah jam
pelajaran di lembaga pendidikan
Islam harus memuat mata pelajaran
umum, al.: Bahasa Indonesia, Ber-
hitung, Sejarah, dan Ilmu Bumi
(Nurhayati, 2005: 25).
Selanjutnya, upaya lain dilaku-
kan, antara lain; (1) Menag RI Fat-
hurrahman Kafrawi mencontoh
kurikulum Depdikbud pada tahun
1947; (2) Menag RI Wahid Hasyim
mengintegrasikan dualisme sistem
pendidikan tahun 1949 dengan cara
memasukkan tujuh mata pelajaran
umum di lingkungan madrasah; (3)
gerakan Madrasah Wajib Belajar
(MWB) tahun 1958; (4) Kepres
No. 34/ 1972 dan Inpres No. 15/
1974 tentang tanggungjawab diklat
hanya berada di bawah Depdikbud;
(5) SKB tiga menteri tahun 1975
tentang integrasi madrasah ke da-
lam Sisdiknas; (6) SKB dua menter
yang menyepakati dikembangkan-
nya kurikulum int1 dan kurikulum
khusus; (7) UU SPN/1989 yvang
menempatkan madrasah pada posisi
sejajar dengan sekolah, dengan ciri
khas Islam, hingga vang terakhir

dan sangat fenomenal, yaitu UU
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No. 20/2003 tentang Sisdiknas
yang mengangkat derajat madrasah
dari citra ‘second class’ menjadi sama
atau sederajat dengan sekolah, mi-
nimal secara legal formalistik
(Depag, 2001: 5-14).

Senyatanya, modernisasi mad-
rasah meski telah puluhan tahun,
belum juga mampu mengantarkan
pada gerbang perubahan yang
signifikan. Alih-alih menghasilkan
lulusan yang gualified, malah hingga
kini stigma sekolah yang kurang
maju itu tidak juga hilang. Mad-
rasah tetap madrasah, dengan segala
kerumitan persoalannya yang
membenang kusut.

Realitas 1n1 semakin meyakin-
kan masyarakat pada asumsi po/itical
will Pemerintah yang tidak sepenuh
hatt (Abdul Aziz, 2005: 21-36),
terutama diskriminasi Pemerintah
atas madrasah dan kekhawatiran
hilangnya kekhasan pendidikan
madrasah yang mengemban misi
tafagqub fid-din. Karena itu perlu
dirumuskan kebijakan yang dapat
menjembatani kepentingan Peme-
rintah dan masyarakat agar pem-
binaan dan penyelenggaraan pen-
didikan madrasah didasatkan atas
alasan kebutuhan riil masyarakat.

Tulisan ini bertujuan untuk
membahas bagaimana respon ma-

svarakat terhadap jat1 dir1 dan




kekhasan madrasah, serta reposisi
madrasah sebagai pendidikan umum
menurut UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas.

B. Metodologi

Tulisan ini merupakan hasil
survai yang diselenggarakan oleh
Puslitbang Pendidikan Agama dan
Keagamaan pada Maret-Nopember
2007 di 16 kab/kota yang tersebar
pada delapan propinsi yang dipilih
secara acak, yaitu: Propinsi NAD,
Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Kalimantan
Selatan dan Sulawesi Selatan. Res-
ponden survai adalah kepala mad-
rasah sebanyak 370 orang yang
dipilih dengan teknik Stratified
Random Sampling dan orangtua siswa
sebanyak 234 orang sebagai infor-
man data kualitatif.

Instrumen penelitian betupa
kuesioner dan pedoman wawancara.
Sedangkan teknik analisis data yang
digunakan adalah metode Likert’s
Summated Rating (LSR). Untuk me-
ngukur respons masyarakat, analisis
statistik yang digunakan adalah des-
kriptif, meliputi distribusi frekuensi,
persentase dan rata-rata hitung (me-
an). Sedangkan untuk menafsirkan
data, digunakan analisis skor nilai
ideal, yaitu perbandingan skor rata-
rata dengan skor maksimal masing-
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masing indikator. Dan, kriteria yang
dipakai untuk menilai tingkat res-
pons masyarakat adalah:

Sangat tinggi :> 90
Rendah : < 64.99
Tinggi : < 89.99
Sangat rendah : < 55
Sedang : < 79.99

C. Masalah Jati Diri dan Ke-
khasan Madrasah
1. Madrasab adalab Lembaga Pend;-
dikan Islam
Kecenderungan masyarakat
memberikan respon sangat tinggi
(94 %) terhadap masalah kepenti-
ngan mempertahankan posisi mad-
rasah sebagai lembaga Islam. Mad-
rasah sebagai lembaga pendidikan
Islam akan tetap dipertahankan
jati dirinya karena sejak awal pen-
diriannya, madrasah didesain untuk
membela dan mempertahankan ke-
pentingan umat Islam melalui pen-
didikan. Madrasah adalah personi-
fikasi kebutuhan umat Islam terha-

dap pelestarian nilai-nilai dan ajaran

agamanya. Dengan demikian, core
madrasah adalah penanaman nilai-
nilai agama terhadap anak didiknya,
selaku generasi umat muslim.
Pendidikan agama adalah pen-
didikan nilai, termasuk di dalamnya
adalah pendidikan moral. Siswa
dididik di madrasah agar memiliki
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kualitas moral dan akhlak yang
baik dan terpuji, dimana hal itu
hanya bisa diperoleh melalui pen-
didikan agama. Dengan demikian,
konsep pembelajaran di madrasah
senantiasa harus diarahkan pada
perwujudan nilai-nilai ke-Islaman
dalam seluruh totalitas aktivitas

madrasah oleh peserta didiknya
(tabel).

dipastikan bahwa isi pendidikannya
adalah nilai kultural yang telah hi-
dup dan dikembangkan oleh masya-
rakat itu sendiri. Madrasah adalah
lembaga pendidikan yang didirikan
oleh umat Islam dan untuk kepen-
tingan umat Islam, maka sangat
wajar apabila pembelajaran di mad-
rasah memuat nilai-nilai dan ajaran

Tabel 1: Madrasah adalah Lembaga Pendidikan Islam

No Pernyataan Rata-rata % Respon
1 | Pendidikan madrasah mencitrakan jati diri Islam 4.84 96.92 ST
2 | Madrasah dibutuhkan keberadaannya sebagai 4.63 92.69 ST

lembaga formal pencetak generasi muslim
3 | Pengembangan dan peningkatan kualitas pendi- 461 92.30 ST
dikan madrasah harus selalu berlandaskan kepada
jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam
4 | Perwujudan nilai-nilai ke-Islaman dalam totalitas 473 94.61 ST
kehidupan madrasah merupakan ciri khas
pembelajaran madrasah yang harus dipertahankan
Rata-rata gabungan 4.70 94 ST

2. Madrasah Pendidikan Berbasis
Masyarakat

Kecenderungan masyarakat
memberikan respon sedang (74.8
%) tethadap sejauhmana kepehting—
an mempertahankan posisi madra-
sah sebagai pendidikan berbasis
masyarakat. Madrasah adalah lem-
baga pendidikan yang didirikan oleh
masyarakat dan untuk masyarakat.
Ketika masyarakat mendirikan sua-
tu lembaga pendidikan, maka bisa
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kependidikan Islam. Namun demi-

kian, madrasah tetap dapat me-
ngembangkan bidang pendidikannya
sepanjang tidak mengurangi, me-
nyalahi apalagi menghilangkan jati
diri dan kekhasannya.

Jika madrasah direposisi men-
jadi pendidikan umum dengan kon-
sekuensi harus mengikuti Standar
Nasional Pendidikan, yang tidak
mengikutsertakan matapelajaran

pendidikan agama sebagai salah




satu standar kelulusan, selain me-
ngurangi jam pelajarannya, maka
dapéf diartikan bahwa madrasah
benat-benat tetcabut dari akar bu-

daya ‘dan kebutuhan masyarakat -

muslim. Jadi, madrasah harus tetap
dikembangkan menurut ukuran
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lah, sebagian besar madrasah me-

nyerap siswa-siswi dari kalangan

ekonomi menengah ke bawah me-
ngingat lokasi madf_és_@__h_ _pada;

" umumnya berada di wilayah pede-

“saan atau pinggiran kota. .

kebutuhan masyarakatnya, bukan .

kebutuhan Pemerintah (tabel).

Sudah ‘menjadi kewajiban
Pemerintah untuk bersama-sama

_ masyarakat membina dan mengem-

“Tabel 2: Madrasah Pendidikan Berbasis Masyarakat

No Pernyataan Rata- % Respon
rata
1 | Pendidikan madrasah harus berakar pada nilai 409 8192 | Tinggi
kultural yang dikembangkan masyarakat
pendukungnya _
2 | Madrasah akan tercabut dari akar budaya dan . 338 67.69 | Sedang
kebutuhan masyarakatnya, jika diseragamkan secara
nasional ’
Rata-rata gabungan 372 | 748 Sedang

3. Penegrian Madrasah Swasta
Kecenderungan masyarakat
memberikan respon rendah (60
%) terhadap sejauhmana kepenti-
ngan posisi madrasah dinegerikan
statusnya. Keberadaan madrasah
merupakan bukti nyata partisipasi
masyarakat mewujudkan kecerda-
san bangsa. Madrasah memiliki kon-
tribusi yang besar untuk kesuksesan
program Pemerintah menuntaskan
Wajar Dikdas Sembilan Tahun, di-
mana madrasah dapat melayani ke-
butuhan pendidikan siswa hingga
ke pelosok pedesaan. Karena itu-
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bangkan madrasah. Bentuk tang-
gungjawab Pemerintah terhadap
kualitas pendidikan madrasah tidak
harus diartikan dengan menegeri-
kan madrasah sebab status negeri
atau swasta tidak dapat dijadikan
indikator untuk menilai sebuah
lembaga pendidikan bermutu atau
tidak. Pemerintah harus tetap
menghormati sikap independen
masyarakat untuk menyelengga-
rakan lembaga pendidikan, namun
Pemerintah juga tetap harus ikut

membantu pengembangannya.
(tabel).
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Tabel 3: Mayoritas Madrasah adalah Swasta

] S Rata-
No Pernyataan
, o y rata % Respon
1 | Pemerintah semestinya menegerikan madrasah- 2.80 56.15 | Rendah
madrasah swasta '
2 _ Kualit_as madrasah akqn semakin baik Jjika statusnya 2.90 58.07 | Rendah
1 dinegerikan’ '
3 "'Penegerian madrasah swasta akan mengurangi ' 3.28 65.76 | Sedang
- | tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan ’
.| madrasah
Rata-rata gabungan. 3.00 60 Rendah

4. Variasi Mvdmy'emenstadmmb
Ke_cénd-erungan masyarakat
memberikan respon sedang (78.46
%) terhadap sejauhmana kepen-
tingan mempertahankan posisi ma-
najemen madrasah yang bervariasi.
Sebagai lembaga pendidikan yang
didirikan oleh masyarakat, merupa-
kan suatu hal wajar jika penyeleng-
garaan madrasah bervariasi menurut
ukuran kebutuhan dan kemampuan
masyarakat itu sendiri. Banyak
madrasah yang didirikan oleh pon-
dok pesantren dengan gaya ‘mana-
jemen khas pesantren’. Ada mad-
ras‘ahvyang dikembangkan oleh or-
mas-ormas kelIslaman seperti NU,
Muhammadiyah, dll. Pengelolaan

madrasah di bawah ormas tentu
saja mewarisi “gaya pengelolaan”
ormas itu sendiri. '

Varian model pengelolaan mad- -
rasah tadi tetap relevan dengan
manajemen pehdidikan saat ini
dilihat dari sudut pandang adanya
kemampuan masyarakat mengelola
lembaga pendidikan secara mandiri
dan otonom, tanpa selalu mengha-
rapkan ‘sentuban’ Pemerintah. Dan,
kewenangan untuk mengelola sen-
diri segala kebutuhan pendidikan
merupakan salah sata aspek mana-
jemen pendidikan modern yang su-
dah lama dikembangkan oleh penye-
lenggara madrasah (tabel).

Tabel 4: Manajemen Madrasah Variatif

pendidikan saat ini

kekhasan yang tetap relevan dengan manajemen

g ‘ Rata-
No Pernyataan rata % Bespon
1 | Pengelolaan madrasah yang bervariasi merupakan 3.92 | 78.46 | Sedang
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5. Dominasi Kurikulum Agama pada
Madrasah

Kecenderungan masyarakat
memberikan respon sedang (75
%) terhadap masalah dominasi
kurikulum agama pada madrasah.
Sebagai lembaga pendidikan Islam,
kurikulum madrasah memang harus
mengakomodir secara memadai
materi ilmu-ilmu agama, sebab hal
itu merupakan penjabaran dari visi,
misi dan tujuan diselenggarakannya
pendidikan madrasah. Departemen
Agama perlu merumuskan kebija-
kan pendidikan yang jelas, sebenar-
nya output seperti apa yang dungin-
kan, dan dari situlah kurikulum
madrasah dikembangkan. Jadi De-
pag tidak perlu selalu meniru kebi-
jakan Depdiknas, karena masing-
masing belum tentu memiliki tujuan
yang sama. Seharusnya, kurikulum

madrasah bisa fokus pada satu
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bidang tertentu, sehingga matapela-
jarannya tidak terlalu banyak dan

siswa mampu menyerap memadai

(tabel).

6. Dikotom: Keilmuan . dalam
Pemabaman Masyarakat Madrasab

Kecenderungan masyarakat

- memberikan respon sangat rendah

(45.57 %) terhadap perlunya pema-
haman tentang pemisahan ilmu ke
dalam ilmu umum dan i1lmu agama.
Sebenarnya Islam tidak mengajar-
kan pemisahan ke dalam ilmu
umum dan ilmu agama. Seluruh
ilmu bersumber dari Tuhan dan

mengajarkan kepada kebaikan, ka-
rena itu harus dipelajani. Ilmu agama
lebih luas cakupannya, memuat
tentang nilai dan ajaran agama yang
wajib dipelajari dan diamalkan oleh
seluruh umat mushm. Selain me-

muat aspek keimanan, ilmu agama

Tabel 5: Dominasi Kurikulum Agama pada Madrasah

Rata- ‘
No Pernyataan rata % Respon
1 | Sebagailembaga pendidikan Islam, kurikulum 4.01 80.38 Tinggi
madrasah harus lebih banyak memuat ilmu-ilmu
| agama
2 | Jumlah matapelajaran yang banyak, sangat 3.28 65.76 | Sedang
membantu siswa untuk menguasai berbagai disiplin
ilmu
3 | Inovasi kurikulum pembelajaran di madrasah harus 3.96 79.23 | Sedang
disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja
Rata-rata gabungan 3.75 75 Sedang
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juga memuat aspek akhlak dan
muamalah yang dapat digunakan
oleh manusia dalam kehidupan se-
hari-hari. Sementara ilmu umum,
tidak memuat aspek keimanan

(tauhid), meskipun mungkin saja |

memuat pesan-pesan moral.
Sepanjang ilmu itu memberikan
kemanfaatan bagi umat manusia,
maka siapapun yang mempelajari
dan mengamalkannya memperoleh
pahala. Sebaliknya, jika hanya men-
datangkan madlarat, maka mempe-
lajari ilmu agama sekalipun tidak
akan memperoleh pahala (tabel)

1. Integrasi madrasab ke dalam
sistemik pendidikan nasional
merupakan bentuk kepedulian
Pemerintab terbadap pendidikan
umat Islam
Kecenderungan masyarakat

memberikan respon tinggi (80.87
%) terhadap pernyataan ini. Peme-
rintah memang harus peduli ter-
hadap keberadaan madrasah sebagai
lembaga pendidikan Islam, karena
diakui atau tidak, madrasah telah
turut mengambil bagian yang cukup
besar dalam upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Tabel 6: Dikotomi Keilmuan dalam Pemahaman Masyarakat Madrasah

Rata-
No Pernyataan rata % Respon
1 | Pemisahan ilmu ke dalam ilmu umum dan ilmu 3.03 60.76 | Rendah

agama tidak relevan di era globalisasi saat ini

2 | Belajar ilmu umum tidak memperoleh pahala 151 30.38 | Sangat
rendah
Rata-rata gabungan 227 45,57 | Sangat
rendah

D. Reposisi Madrasah sebagai
Pendidikan Umum
Berdasarkan hasil survai, ke-

cenderungan masyarakat memberi-

kan respon rendah (60.4 %) ter-
hadap reposisi madrasah menjadi
pendidikan umum. Alasan yang
diberikan bervariasi, sesuat dengan
permasalahan yang dimuat dalam
butir-butir pernyataan berikut in1:
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Namun demikian, intregasi
madrasah kedalam sistemik pendi-
dikan nasional seharusnya berman-
faat bagi peningkatan kualitas mad-
rasah, bukan sebaliknya, menghi-
langkan jati diri madrasah sebagai
lembaga pendidikan Islam. Karena
itu, integrasi madrasah belum da-
pat dikatakan sebagai bentuk kepe-




dulian Pemerintah, manakala Péme-
rintah belum dapat memberikan
sesuatu yang berarti bagi kepenti-
ngan umat Islam, mengingat tanpa
intervensi Pemerintah pun, mad-
rasah sudah berjalan sejak dahulu.
Artinya, intregasi madrasah kedalam
sistemik pendidikan nasional, harus
dibuktikan dengan kesungguhan
Pemerintah membantu pengemba-
ngan madrasah dan mencukupi
segala kebutuhannya, selain yang
paling utama adalah mempertahan-
kan jati diri madrasah sebagai
lembaga pendidikan Islam (tabel).

2. Reposisi madrasabh menjadi pend:-
dikan umum cenderung menghilang-
kan jati diri madrasah

Kecenderungan masyarakat

memberikan respon sedang (69.13

%) tethadap terhadap pernyataan

in1. Reposisi madrasah dikhawatit-

kan menghilangkan pola pembela-
jaran yang menekankan pada pen-
dalaman ajaran agama karena kuti-
kulum yang digunakan akan jauh
berbeda dengan kurikulum yang
dibutuhkan oleh madrasah sebagai
lembaga pendidikan Islam. Sehing-
ga ke depan bisa jadi madrasah

menjadi pendidikan sekuler di

Indonesia. Jika madrasah diteposisi,

lalu apa bedanya madrasah dengan

sekolah?

. VoLuMEe 5 NoMOR 3, Jull — SEPTEMBER 2007
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Madrasah memang harus sejajar
dengan sekolah umum, tapi itu ti-
dak berarti madrasah harus dijadi-
kan pendidikan umum. Seandainya
UU mendesain madrasah menjadi
pendidikan umum, maka tidak petlu-
mengurangi apalagi menghilangkan
matapelajaran agama, justeru yang
perlu disamakan dengan sekolah
adalah matapelajaran umum yang
ada di madrasah. Reposisi dengan
tetap mempertahankan penguasaan
ilmu-ilmu agama, justeru membe-
rikan nilai plus bagi peningkatan
kualitas pendidikan madrasah,
sehingga tujuan menciptakan insan
yang memiliki keunggulan keaga-
maan dan ilmu pengetahuan dan
teknologi bisa tercapai. (tabel).

3. Reposisi madrasab menjads pendidi-
kan umum, cenderung menafikan
misi utama madrasab yang lebib
menekankan pada pendalaman
ajaran agama (tafaqqub fid-din)

Kecenderungan masyarakat

memberikan respon sedang (71.0

%) terhadap terhadap pernyataan

ini. Reposisi madrasah pada akhir-

nya berpengaruh terhadap kuriku-
lum madrasah dan kurikulum ter-
sebut sudah tentu berbeda dengan
kebutuhan madrasah sebagai lem-
baga pendidikan Islam, karena yang
lebih ditekankan adalah pendidikan
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umumnya sementara pendidikan
agama tidak lagi diutamakan. Apé—
bila demikian itu terjadi, maka pu-
puslah harapan besar umat Islam
yang menginginkan adanya pendi-
dikan kader umat muslim melalui
lembaga pendidikan formal keaga-
maan yang langsung berada di
bawah pembinaan Pemerintah.

Namun demikian, reposisi
madrasah tidak menjadi masalah
ketika ciri khas madrasah tetap
dipertahankan. Meski kenyataan-
nya, ketika direposisi, madrasah
tidak lagi dibetikan keleluasaan
untuk menerapkan pembelajaran

agama (tabel).

4. Sebagai pendidikan umum, mad-
rasab tidak relevan lagi disebut
lembaga pendidikan Islam

Kecenderungan masyarakat

memberikan respon rendah (57.10

%) terhadap pernyataan ini. Mad-

rasah tetap berhak menyandang

gelar lembaga pendidikan Islam
meskipun sudah dijadikan pendi-
dikan umum, sebab Islam tidak
membedakan antara ilmu agama
dan ilmu umum. Seluruh ilmu wajib
dipelajari manakala ilmu tersebut
memberikan kemanfaatan bagi
seluruh umat manusia, dan siswa
madrasah memang wajib mempe-

lajari ilmu umum.
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Persoalan muncul ketika apa
yang disebut lembaga pendidikan
Islam itu justeru meminimalisir
pembelajaran ilmu-ilmu ke-Islaman.
Inilah pangkal mula pendapat
bervariasi. Apabila madrasah men-
jadi lembaga pendidikan umum de-
ngan dominasi matapelajaran umum
dan mendiskriminasi mata-pelajaran
agama, maka madrasah jelas tidak
televan lagi disebut lembaga pendi-
dikan Islam. Sebab kutikulum mad-
rasah - sebagai suatu hal yang paling
substantif dalam sebuah sistem
pendidikan - sudah sama persis
dengan kurikulum sekolah. Lalu
dimana letak petbedaannya? Ketika
petbedaan antara lembaga sekolah
dan madrasah menjadi sangat tipis
atau bahkan hampir tidak ditemu-
kan sama sekali, maka madrasah
harus siap menerima pendaftaran
siswa non-muslim belajar di madra-
sah, dan bukan tidak mungkin, ke
depan madrasah dilebur ke dalam
lembaga sekolah (tabel).

5. Jika madrasab konsisten mengguna-
" kan kurikulum yang sama dengan
kurikulum sekolah, maka siswa
madrasab tidak akan memabami
ajaran Islam secara baik
Kecenderungan masyarakat
memberikan respon rendah (60.69
%) terhadap pernyataan ini. Pem-
belajaran di madrasah tidak bisa




dijadikan indikator satu-satunya
untuk mengukur sejauhmana siswa
madrasah memahami ajaran Islam
secara baik, karena terlalu banyak
faktor yang turut memberikan kon-
tribusi bagi siswa dalam pencapaian
hal itu. Pendeknya, persoalan pema-
haman ajaran Islam bukan persoal-
an kurikulum semata, melainkan
persoalan yang berhubungan de-
ngan banyak hal, terutama dukung-
an keluarga dan lingkungan masya-
rakat dimana siswa berada.
‘Pendalaman ajaran agama (7a-
faqqub fid-din) tidak akan berhasil
apabila pendidikan agama hanya
sebagai mata pelajaran tambahan.
Padahal esensi penting pendidikan
di madrasah adalah penanaman akh-
lakul karimah melalui pembelajaran
ilmu-ilmu agama yang mencukupi.
Jadi, tidak tepat jika pendidikan
agama dibatasi sebatas sebagai
matapelajaran agama (tabel).

6. Penggunaan istilah “Al-Qur’-an
Hadits, Akidah Akblag dan Figh”
dalam  kurikulum madrasab
hanyalah persoalan simbol belaka.
Istilah-istilah tersebut bisa saja
diganti dengan istilah ‘Pendidikan
Agama Islam.”

Kecenderungan masyarakat
memberikan respon sangat rendah

(41.26 %) terhadap pernyataan ini.

Istilah-istilah tersebut memiliki arti
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yang sangat dalam, baik dari segi
bahasa maupun contens, dan meru-
pakan disiplin ilmu tersendiri dalam
literatur ke-Islaman. Penyebutan
istilah-istilah tersebut merujuk pada
adanya sebuah rangkaian dari ca-
bang-cabang keilmuan dalam Islam
yang harus dikenal sekaligus dipe-
lajari, khususnya oleh siswa mad-
rasah jika ingin memahami Islam
dan ajarannya secara baik.
Karena itu, ketika ilmu-ilmu
tersebut direduksi dalam istilah
Pendidikan Agama Islam (PAI),
maka otomatis muatan yang ter-
dapat di dalamnya menjadi sangat
umum dan dangkal. Dalam konteks
pembelajaran di madrasah, akan
sangat sulit memberikan pengeta-
huan tentang varian disiplin ilmu
yang spesifik tadi dalam satu mata-
pelajaran Pendidikan Agama Islam
dengan waktu tatap muka yang
terbatas. Aspek penting lainnya,
menurut responden, ilmu-ilmu ke-
Islaman tersebut bagi madrasah
merupakan ciri khas yang mengu-
kuhkan posisinya sebagai lembaga
pendidikan Islam (tabel).

7. 4 (empat) jam matapelajaran
Pendidikan Agama Islam untuk
MTs dan MA cukup memadai

Kecenderungan masyarakat
memberikan respon sangat rendah

(38.38 %) terhadap pernyataan ini.
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Empat jam adalah waktu yang
sangat sedikit untuk memberikan
materi PAI yang dari segi comtens
sangat padat. Pemahaman siswa
terhadap agama Islam akan sangat
sulit tercapai dalam waktu yang
sangat singkat, bahkan untuk seke-
dar mengejar kompetensi dasarnya
pun. Padahal, pada tingkat MA,
misalnya, justeru siswa harus lebih
banyak mendalami materi pen-
didikan agama agar wawasan ke-
agamaan siswa menjadi lebih luas.

Pendalaman materi pendidikan
agama juga terkait erat dengan pem-
binaan moral dan akhlak bangsa.
Menurut orangtua siswa, siswa
harus dibentengi dengan nilai-nilai
agama yang kuat agar tidak menjadi
calon-calon koruptor yang merugi-
kan bangsa, apalagi ke depan, siswa
hidup di tengah derasnya arus glo-
balisasi yang penuh godaan dan
tantangan (tabel).

8. Pendidikan dasar agama untuk sis-
wa MI cukup diberikan 3 (tiga)
jam saja

Kecenderungan masyarakat
membetikan respon sangat rendah

(34.68 %) terhadap pernyataan int.

Bekal pendidikan agama yang cu-

kup sudah harus diberikan kepada

anak-anak, justeru sejak mereka
pertama kali mendapatkan pendi-

dikan dasar. Pada usia yang masih
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sangat belia itu, anak-anak memiliki
kejernihan hati-dan kepekaan rasa
serta daya tangkap yang kuat untuk
mengenal sesuatu. Pada saat itulah
pendidikan agama idealnya mulai
mengawal kehidupan mereka.
Menurut orangtua siswa, anak-anak
sudah harus diperkenalkan dengan
tatacara beribadah, misalnya, selain
membaca Al-Qur‘an dengan hu-
kum tajwid yang benar serta men-
dengarkan dan menyimak sejarah
kehidupan Rasul dan para sahabat
agar anak-anak dapat mentauladani
kemuliaan akhlak mereka. Persoa-
lannya, waktu 3 jam itu tidak
mungkin dapat digunakan untuk
memberikan materi sebanyak itu.

Hal lain yang tidak kalah pen-
tingnya adalah bahwa melayani
kebutuhan pendidikan agama yang
cukup bagi siswa-siswi MI, meru-
pakan jawaban atas alasan utama
para orang tua menyekolahkan
anak-anaknya ke madrasah dan
bukan ke Sekolah Dasar, yaitu un-
tuk mendapatkan pendidikan dasar
agama yang memadai. Sebab,
meskipun jenjang pendidikan dasar,
mata pelajaran agama di MI sudah
diberikan secara terperinci, menurut
disiplin keilmuan, yaitu al-Qur’an,
Hadits, Aqidah, Figh, Akhlak, dli
(tabel).




Reposisi madrasab -menjadi pends-
< dikan umum tidak akan berpengarnh

- terbadap kualitas moralf akhlak

siswa madrasah

Kecenderungan masyarakat
memberikan respon sangat rendah
(47.75) terhadap pernyataan ini.
Reposisi madrasah menjadi pendi-
dikan umum jelas berpengaruh ter-
hadap kualitas moral/akhlak siswa.
Alasannya berpangkal dari kuriku-
lum yang digunakan madrasah. Ke-
tika madrasah direposisi, kekhasan
madrasah yang menekankan pem-
belajaran agama tidak lagi menjadi
core madrasah, karena madrasah
harus mengikuti standar nasional
pendidikan dimana ilmu-ilmu aga-
ma dalam SNP direduksi menjadi
hanya Pendidikan Agama Islam de-
ngan jam belajar yang sangat sedikit.
Hingga saat ini, pada umumnya,
kualitas moral siswa madrasah di-
pandang lebih bagus dibanding lem-
baga pendidikan lainnya. Dan, mes-
kipun kualitas moral siswa tidak
selalu berbanding lurus dengan ba-
nyaknya jam pelajaran agama di
madrasah, namun penyempitah
materi dan pengurangan jam pela-
jaran pendidikan agama, jelas
menyebabkan siswa hanya memiliki
waktu sedikit untuk secara luas,
terarah dan sistematis mempelajati

ajaran agamanya, padahal, salah
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satu substansi pendidikan agama
adalah pendidikan moral (tabel).

10. Reposisi madrasah menjadi
: pendidikan umum tidak akan
mengurang: minat para o}‘dng tua
untnk mergye,éoldb,éan anaknya ke
madrasab
Kecenderungan masyarakat
memberikan respon sangat rendah
(54.20 %) terhadap pernyataan ini.
Reposisi madrasah akan mempe-
ngaruhi minat orangtua untuk me-
nyekolahkan anaknya ke madrasah.
Sebab orangtua saat ini sudah sa-
ngat kritis dan selektif dalam memi-
lih lembaga pendidikan untuk anak-
anaknya. Selama ini alasan para
orangtua menyekolahkan anak-
anaknya ke madrasah lebih karena
contens pendidikan agama yang

diberikan madrasah pada anak
didiknya.

Reposisi madrasah menyebab-
kan orangtua tidak dapat lagi mem-
bedakan antara madrasah dengan
sekolah. Mengingat madrasah sudah
sama dengan sekolah, maka untuk
mendapatkan pendidikan umum
yang baik bagi anak-anaknya, para
orang tua cenderung akan memilih
sekolah, yang dari berbagai aspek
komponen kependidikannya jelas
lebih baik dari madrasah (tabel).
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11. Madrasab akan lebib kom-petitif
Jika dikelola sesuai dengan Standar
Nasional Pendidikan

Kecenderungan masyarakat
memberikan respon sedang (75.02
%) terhadap pernyataan ini. Standar
Nasional Pendidikan merupakan
tolak ukur keberhasilan dalam pe-
ningkatan mutu pendidikan. Jika
madrasah menggunakan standa-
risasi, maka madrasah akan lebih
kompettitif, sehingga dapat mem-
bangun percaya diri untuk bersaing
dalam upaya pengembangan dan
peningkatan mutu pendidikannya.
Hanya saja, standarisasi dengan
tidak mengurangi apalagi menghi-
langkan pembelajaran agama di
madrasah. Jadi, kurikulum yang
digunakan tetap berbasis pada pen-
didikan agama, karena itu adalah
nilai keunggulan madrasah yang
dibutuhkan masyarakat. Pendek-
nya, mata pelajaran agama di mad-
rasah, seperti Al-Quran Hadits,
Akidah Akhlak, Bahasa Arab, Figh
Ushul Figh dan SKI harus diako-
modir dalam Standar Nasional Pen-
didikan, sebagai suatu bidang ilmu
tersendiri, tidak direduksi menjadi
PAT saja.

Selain itu, kriteria standarisasi
itu harus disepakati dulu, karena
tidak mungkin mengukur sesuatu
yang betbeda dengan kriteria yang
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sama. Departemen Agama harus
merumuskan kebijakan yang jelas
dan sesuai dengan kebutuhan ma-
syarakat. Bagaimana visi dan misi
madrasah, apa tujuannya, kuriku-
lum apa yang digunakan, output
seperti apa yang diinginkan, bagai-
mana dengan sarana dan prasarana
pendidikannya, apa sudah tercu-
kupi? Bagaimana dengan tenaga
pendidiknya? Apa sudah guaified?
Kalau semua itu sudah fix, baru
bisa bicara Standar Nasional Pen-
didikan (tabel).

12.Departemen Agama tidak perlu
membedakan antara madrasab
negeri dengan madrasab swasta
Kecenderungan masyarakat
memberikan respon sangat tinggi
(91.43 %) terhadap pernyataan ini.
Departemen Agama harus mentaati
undang-undang bahwa tidak ada
dikotomi antara madrasah negeri
dan swasta. Faktanya, jumlah mad-
rasah swasta lebih besar dibanding
negeri, tapi Departemen Agama
lebih memperhatikan madrasah
negeti dibanding swasta, meskipun
masih dalam satu departemen.
Pada beberapa kasus di daerah,
terkadang bantuan untuk madrasah
lebih sering diterima dari Diknas
atau Pemda, bukan dari Depag

dengan jumlah yang cukup signi-




fikan. Bahkan banyak madrasah
yang tidak pernah sama sekali men-
‘dapatkan bantuan Depag, apalagi
setelah ada BOS.

13. Keluaran madrasab saat ini, tidak
mungkin menjadi ahli matematika
dan abli ushul figh sekaligns
Kecenderungan masyarakat

memberikan respon sangat rendah

(45.89 %) terhadap pernyataan ini.

Madrasah dapat meluluskan siswa

yang ahli dalam ilmu matematika,

juga ahli dalam ilmu ushul figh.

Hanya saja, kemungkinan itu tet-

gantung kepada banyak faktor. Du- .

lu memang dunia Islam dikenal
banyak melahirkan sejumlah pakar
dalam berbagai bidang keilmuan,
seperti pakar filsafat, matematika,
fisika, kimia, kedokteran dan sas-
tra. Sebaliknya, saat ini sedikit seka-
li ditemukan orang yang mumpuni
dalam dua atau tiga bidang keil-
muan sekaligus. Kecenderungan
orang saat ini, memiliki kemampu-
an pengetahuan dalam bidang spe-
sialisasi tertentu dan tidak menye-
luruh (all-round).

Melihat perkembangan madra-
sah seperti diketahui bersama, nam-
paknya sulit (untuk tidak menga-
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- takan tidak mungkin), madrasah

meluluskan siswa dengan kecer-
dasan yang ‘@//-round.’ Bahkan se-
baliknya, umumnya lulusan mad-
rasah saat ini, justeru tidak dapat
menampilkan kemampuan keilmu-
an dalam bidang-bidang tertentu
(ukurannya rata-rata). Kalaupun
ditemukan satu atau dua siswa
madrasah yang mumpuni, maka
sangat kasuistik, misalnya berhasil
dalam Olimpiade Matematika dan
Fisika. Artinya, kemampuan itu
diperoleh bukanlah produk dari
berjalannya sebuah sistem pendidik-
an yang sinergi antara satu dengan
yang lain (tabel).

Ke-13 butir pernyataan di atas
dengan nilai rata-rata dan kesimpul-
an respon masyarakatnya tergambar
dalam tabel berikut:

Dari penjelasan ini, diketahui
bahwa respon kepala madrasah ter-
hadap reposisi madrasah menjadi
pendidikan umum dinilai rendah.
Penilaian kepala madrasah ini rata-
rata didukung penuh oleh pendapat
orangtua siswa. Artinya dapat disim-
pulkan bahwa respon masyarakat
terhadap reposisi madrasah menjadi
pendidikan umum menurut UU No.
20/2003 tendah pula.
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Tabel 7: Respons Masyarakat terhadap Reposisi Madrasah Sebagai
Pendidikan Umum Menurut UU No. 20 Tahun 2003

No

Rata-

P t 9
ernyataan rata % Respon
1 | Integrasi madrasah ke dalam sistemik pendidikan 4.04 | 80.87 Tinggi
nasional merupakan bentuk kepedulian Pemerintah
terhadap pendidikan umat Islam
2 Reposisi madrasah menjadi pendidikan umum 3.36 | 69.13 | Sedang
| cenderung menghilangkan jati diri madrasah
3 | Reposisi madrasah menjadi pendidikan umum, 3.55 71.0 Sedang
cenderung menafikan misi utama madrasah yang
lebih menekankan pada pendalaman ajaran agama
(tafaqquh fid-din}
4 | Sebagai pendidikan umum, madrasah tidak relevan 2.85 | 57.10 | Rendah
lagi disebut lembaga pendidikan Islam
5 | Jika madrasah konsisten menggunakan kurikulum 3.03 | 60.69 | Rendah
yang sama dengan kurikulum sekolah, maka siswa
madrasah tidak akan memahami ajaran Islam
secara baik
6 | Penggunaan istilah “Al-Qur'an Hadits, Akidah 206 | 41.26 | Sangat
Akhlaq dan Figh” dalam kurikulum madrasah rendah
hanyalah persoalan simbol belaka. Istilah-istilah
tersebut bisa saja diganti dengan istilah “Pendidikan
Agama Islam.”
7 | 4 (empat) jam matapelajaran Pendidikan Agama 192 | 38.38 | Sangat
Islam untuk MTs dan MA cukup memadai rendah
8 | Pendidikan dasar agama untuk siswa Ml cukup 1.73 34.68 | Sangat
diberikan 3 (tiga} jam saja rendah
9 | Reposisi madrasah menjadi pendidikan umum tidak 239 | 47.75 | Sangat
akan berpengaruh terhadap kualitas moral/akhlak rendah
siswa madrasah
10 | Reposisi madrasah menjadi pendidikan umum tidak 271 | 54.20 ; Sangat
akan mengurangi minat para orang tua untuk rendah
menyekolahkan anaknya ke madrasah
11 | Madrasah akan lebih kompetitif jika dikelola sesuai 3.75 | 75.02 | Sedang
dengan Standar Nasional Pendidikan
12 | Departemen Agama tidak perlu membedakan an- 457 | 91.43 | Sangat
tara madrasah negeri dengan madrasah swasta tinggi
13 | Keluaran madrasah saat ini, tidak mungkin menjadi 2.29 | 45.89 | Sangat
ahli matematika dan ahli ushul figh sekaligus rendah
Rata-rata gabungan 3.02 60.4 | Rendah
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E. Analisis

Madrasah dengan sejuta ma-
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salahnya tetap menarik untuk di-

perbincangkan. Posisi madrasah
yang tersebar hingga ke daerah-
daerah terpencil, maka otomatis
madrasahlah yang melayani kebu-
tuhan pendidikan segmen masya-
rakat dengan tingkat ekonomi me-
nengah ke bawah. Karena itulah
madrasah sangat membutuhkan du-
kungan Pemerintah. Ini tidak dapat
diartikan bahwa Pemerintah harus
menegerikan madrasah swasta.
Karena pokok masalah bukan pada
negeri atau swasta, melainkan
sejauhmana peran serta Pemerintah
mendukung aktivitas pendidikan
madrasah sekaligus menghormati
hak otonomnya.

Berdasarkan hasil survai, res-
pons kepala madrasah yang berkait-
an dengan jati diri dan kekhasan
madrasah, selalu didukung dan
dikuatkan oleh pendapat orangtua
siswa. Hampir tidak ada perbedaan
pendapat antara keduanya. Misal-
nya, pendirian madrasah sebagai
wujud pendidikan Islam didorong
oleh hasrat dan semangat cita-cita
untuk mengejawantahkan nilai-nilai
Islam yang tercermin dalam nama
lembaga maupun kegiatan-kegiatan
yang diselenggarakan. Dengan ek-
spektasi ini, berarti madrasah harus
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memiliki muatan mata pelajaran
keagamaan yang lebih banyak di-
banding lembaga lainnya.

- Pendidikan Islam tidak terbatas
pada label Islam atau lembaga ke-
Islaman, seperti pondok pesantren
atau madrasah, juga tidak terbatas
pada pembelajaran ilmu-ilmu aga-
ma Islam, seperti tafsir, hadis, figh
dan tashawuf. Pendidikan Islam
mencakup semua aktivitas, mulai
dari konsep, visi, misi, institusi,
kurikulum, metodologi, proses
pembelajaran, SDM kependidikan,
lingkungan pendidikan dan lain
sebagainya, yang disemangati dan
bersumber pada ajaran dan nilai-
nilai Islam, yang buz/t-in dalam
proses seluruh aktivitas pendidikan.

Mutu pendidikan yang diharap-
kan pengelola madrasah maupun
orang tua siswa adalah madrasah
yang memiliki keunggulan akade-
mik dengan basis keagamaan yang
kuat, menjadi tauladan, serta dipet-
caya dan dicintai oleh masyarakat.
Ini menunjukkan bahwa identitas
madrasah sebagai lembaga yang
memproduk lulusan yang memiliki
nilai keagamaan yang kuat, lalu
tidak menjadi lemah ketika mempe-
roleh pengakuan sama atau setara
dengan sekolah pada umumnya.

Hasil survai ini memiliki rele-
vansi yang kuat dengan kesimpulan
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penelitian Puslitbang Pendidikan
Agama dan Keagamaan tahun 2006
tentang manajemen madrasah bah-
wa upaya peningkatan mutu pendi-
dikan madrasah yang diharapkan
oleh stakeholder madrasah (guru,
pegawai, dan masyarakat) harus
berlandaskan kepada nilai-nilai yang
menjadi panutan seluruh masyara-
kat pendukung madrasah itu sendirt.
Perwujudan nilai-nilai ke-Islaman
dalam totalitas kehidupan madrasah
yang merupakan ciri khas pembela-
jaran madrasah secara jelas bersum-
ber dati teks Nash, karena itu tidak
dapat digugat oleh siapapun.

Oleh karena itu, dapat dipaha-
mi sikap keberatan masyarakat
madrasah, baik kepala madrasah
maupun orangtua siswa, terhadap
pengurangan jumlah jam pelajaran
ilmu-ilmu ke-Islaman di madrasah,
selain mereduksinya menjadi Pen-
didikan Agama Islam yang menye-
babkannya menjadi umum dan
dangkal. Masalahnya tidak selesai
sampai di situ, karena yang utama
adalah sejauhmana kemungkinan
siswa madrasah memperoleh pen-
didikan nilai (agama) dalam kerang-
ka menjaga integritas moral-spiri-
tualnya, padahal dampak dunia glo-
bal saat ini hanya mampu diimbangi
dengan keteguhan moralitas.
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Pada tataran praksis, muncul
petrtanyaan besar; jika jati diri dan
kekhasan madrasah itu tidak lagi
nampak, lalu dimanakah distingsi
dan identitas Islam pada madrasah
pasca penerapan UU No. 20 tahun
20037 Sebab distingsi akan sangat
tidak memadai jika hanya terletak
pada papan nama bertuliskan arab
di depan gedung madrasah, atau
simbol lainnya. Distingsi itu harus
dicari dan dirumuskan pada tingkat
epistimologis dan juga aksiologis
ilmu-ilmu yang diajarkan di
madrasah.

Pada akhirnya, madrasah tetap
harus didekati melalui nilai inter-
nalnya; jati diti, karakter, kebutuhan
sekaligus kekuatan dan kelema-
hannya. Sebab madrasah dalam se-
jatahnya merupakan perkembangan
dari lembaga pendidikan Islam se-
belumnya, yaitu pesantren. Dengan
demikian, madrasah berkewajiban
mengemban visi dan misi asasi
pesantren, yaitu fafagqub fid-din

* % ok ok

Sementara tela’ah terhadap
posisi madrasah sebagai pendidikan
umum, dapat dipastikan bahwa saat
ini dan ke depan, keadaan masyara-
kat akan semakin bebas dalam pet-
saingan prestasi. Pasar bebas men-
jadi ciri utama masyarakat maje-

muk, terbuka dan maju. D1 antara




kecenderungan yang paling menon-
jol adalah tuntutan ekonomi yang
semakin besar sejalan dengan proses
modernisasi dan industrialisasi yang
semakin pesat sehingga pendidikan
sering diidentikkan dengan pemba-
ngunan sumber daya ménusia yang
siap tetjun di bidang ekonomi.

Dalam kondisi demikian, mad-
rasah dituntut lebih dari sekedar
menjalankan peran yang selama
ini sudah dialamatkan kepadanya.
Persaingan bebas akan menuntut
madrasah dapat memberikan andil
bagi pemenuhan tuntutan dan
kebutuhan masyarakat. Madrasah
harus dapat melayani kebutuhan
pendidikan yang lebih beragam bagi
lebih banyak orang dengan kandu-
ngan pendidikan (contens), metode
dan pola pembelajaran yang mere-
levansi jenis dan bentuk-bentuk
baru yang berhubungan dengan ma-
syarakat yang lebih luas.

Artinya, pengembangan madra-
sah harus berkiblat pada konteks
perubahan-perubahan yang terjadi
begitu cepat, baik pada tataran
konsep maupun paradigma pendi-
dikan nasional itu sendiri. Bahkan
lebih jauh lagi, pengembangan mad-
rasah harus mempertimbangkan
kondisi sosial, politik dan ekonomi
global. Saat ini, sebagai bagian in-
tegral dari sistem pendidikan nasio-
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nal, madrasah secara keselu-ruhan
tidak bisa mengisolasikan diri dari
petubahan-perubahan paradigma,
konsep, visi dan orientasi baru
pengembangan pendidikan nasional.

Ke depan madrasah perlu di-
arahkan kepada posisinya sebagai
satana untuk melakukan transfer
nilai-nilai Islam dan nilai-nilai luhur
bangsa Indonesia (fransfer of values),
transfer pengetahuan (fransfer of
knowledge) terutama bidang kajian
ke-Islaman, sekaligus transfer ke-
terampilan (Zransfer of skill). Saat
ini, meski dengan tertatih-tatih,
posisi madrasah sebagai media tran-
sfer nilai dan pengetahuan telah
mendapatkan perannya yang tidak
dapat diabaikan-, namun madtasah
sebagai bentuk transfer keteram-
pilan yang memang berkaitan de-
ngan lapangan peketjaan, nampak-
nya masih dalam proses pencatian.

Seperti halnya respons kepala
madrasah terhadap pemyataan yang
berkaitan dengan jati diri dan ke-
khasan madrasah, respons kepala
madrasah terhadap pernyataan yang
berkaitan dengan reposisi madrasah
pun selalu didukung dan diamini
oleh respons orangtua siswa. Bah-
kan dalam beberapa hal, seringkali
alasan yang dibangun oleh orangtua
siswa lebih tajam dan terkesan mili-
tan dibanding kepala madrasah.
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Ini dapat dipahami, mengingat
orangtua siswa sebagai pengguna
pendidikan madrasah sangat ber-
kepentingan terhadap konsistensi
madrasah memelihara ’kepentingan
dan kebutuhan’ mereka. Misalnya,
masalah kurikulum lmu-ilmu ke-
Islaman yang seringkali dikaitkan
dengan moralitas dan kewajiban
agar anak-anaknya ’tetap’ menjadi
anak-anak yang baik.

Begitupula halnya, masalah 4
jam PAI untuk MTs/MA dan 3
jam PAI untuk MI, ada pendapat
orangtua yang mensinyalir adanya
upaya sistematis dari Pemerintah
untuk mengembalikan persoalan
agama dan pendidikannya ke wila-
yah pribadi dan masing-masing indi-
vidu; sebuah issu yang seringkali
menjadi perbincangan kaum seku-
laris berhadapan dengan kaum radi-
kal-fundamentalis.

Wajah madrasah pasca reposisi
versi UU No. 20/2003 ibarat sudah
jatuh tertimpa tangga. Jati diri dan
kekhasannya terpaksa ‘digadaikan’
pada Pemerintah untuk menelan
bulau-bulat kutikulum yang diru-
muskan BSNP sehingga materi yang
diberikan di madrasah terlalu ba-
nyak (overloaded). Sementara penga-
kuan menjadi pendidikan umum
pun tidak merubah performance mad-
rasah menjadi lebih baik. Madrasah

tetap madrasah, sebuah lembaga
pendidikan yang sarat masalah dan
serba kekurangan di bawah kebija-
kan yang diskriminatif.

F. Kesimpulan

1. Madrasah tidak mungkin di-
asingkan dari momentum reli-
giusitas dan dinamika sosial
politik yang menyertai kelahi-
rannya. Pendeknya, upaya pe-
ngembangan madrasah tidak
dapat dilepaskan dari aspek ke-
sejarahan madrasah itu sendiri.
Sebab jika itu terjadi, hanya
akan memperlebar ruang dis-
paritas kebutuhan terhadap

_ jenis pendidikan antara masya-
rakat dengan Pemerintah, dan
pada gilirannya memposisikan
pendidikan madrasah menjadi
terasing dari lingkungannya.
Pada ranah yang lebih praksis,
sistem pendidikan madrasah
yang tetap konsen pada penda-
laman ajaran agama (fafaqqub
fid-din) masih tetap menjadi ke-
butuhan masyarakat dan mewa-
kili kepentingan jati diri sebuah
lembaga pendidikan Islam,
bahkan mandat basic dalam
bidang ilmu-ilmu agama itu
harus lebih dikukuhkan dan
diupayakan sejajar dengan
lembaga sekolah dari berbagai




aspek kependidikannya. De-
ngan demikian, ilmu-ilmu aga-
ma yang menjadi spesialisasi
madrasah —meski ke depan
diharapkan bukan satu-satunya-
tidak menjadi periferal vis-a-vis
lembaga sekolah. Madrasah ada-
lah madrasah; sebagai lembaga
pendidikan Islam ia telah
menjadi frademark yang distingtif
dan memiliki nilai historis dan
politisnya sendiri, yang tidak
bisa begitu saja dikesampingkan,
apalagi jati diri dan karakteristik
madrasah yang demikian itu
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benar-benar dibutuhkan oleh

masyarakat pendukungnya.

Namun demikian, madrasah te-
tap membutuhkan penguatan
dalam beberapa aspek, terutama
dalam rangka memenuhi kewa-
jiban mengupayakan pencapaian
substansi matapelajaran agama
yang tidak hanya diberikan seba-
tas sebagai pelajaran tentang
agama atau pengetahuan ten-
tang ilmu agama. Hal ini diang-
gap penting karena madrasah
juga mengemban tanggungja-
wab internalisasi nilai-nilai aga-
ma, khususnya kepada peserta
didik, melalui peneladanan dan
pengamalannya dalam seluruh
aktivitas pendidikan.
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2. Fakta-fakta di lapangan yang

menggambarkan tentang konfi-
gurasi madrasah masa depan
yang menjadi harapan dan ke-
inginan masyarakat, dalam be-
berapa hal tampak tidak sejalan
dengan ekspektasi sedemikian
rupa dari pihak Pemerintah.
Menurut pemahaman masyara-
kat, meski merupakan sebuah
kebutuhan yang #rgen dipenuhi,
modernisasi lembaga pendidikan

- madrasah melalui reposisi madra-

sah menjadi pendidikan umum,
tidaklah berarti harus menega-
sikan jati diri dan kekhasan mad-
rasah sebagai lembaga pendi-
dikan Islam.

Reposisi madrasah menjadi tidak
produktif ketika ilmu-ilmu ke-
Islaman direduksi menjadi
Pendidikan Agama Islam dengan
pengurangan jam pelajaran yang
menjadikannya umum dan
dangkal. Terutama, reposisi telah
menaftkan harapan besar umat
Islam Indonesia yang mengingin-
kan adanya pendidikan kadet-
kader umat muslim melalui
lembaga pendidikan formal
keagamaan di bawah pembinaan
Pemerintah.

Reposisi madrasah juga telah
menggeser core madrasah sebagai
pusat pendidikan nilai moral-
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spiritual yang menjadi alasan
utama dukungan orangtua siswa
.terhadap madrasah. Dan, setelah
menjadi pendidikan umum,
minat orangtua siswa terhadap
madrasah tidak berarti menjadi
lebih besar, karena orangtua
siswa semakin selektif dan akan
tetap memilih lembaga pendi-
dikan dengan komponen pendi-
dikan yang lebih memadai; suatu
hal yang masih sulit ditemukan
pada madrasah hingga saat ini.
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